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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berbagai
modus operandi seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar
kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain. Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum
yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada
norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.
Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa dengan pemberantasan tindak
pidana korupsi diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Bentuk praktek tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang
dan jasa pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan
disebabkan dalam proses pengadaan barang dan jasa terkadang spesifikasi barang
tidak sesuai dengan kontrak yang ada.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pengdaan Barang dan Jasa.

ABSTRACT
The criminal act of corruption in the procurement of goods and services is carried
out with various modus operandi, such as drafting a cost budget above the market
price and then paying it based on other agreements. The research method used is
descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely
research carried out by referring to legal norms, namely researching library
materials or secondary materials. Secondary data by processing data from
primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.
The results of the study indicate that the legal regulation of the procurement of
goods and services with the eradication of corruption is regulated in Presidential
Decree no. 70 of 2012 concerning the Second Amendment to Presidential
Regulation No. 54 of 2010 concerning Government Procurement of
Goods/Services. The form of the practice of criminal acts of corruption in the
procurement of goods and services for the procurement of modernization
equipment for the archives of the South Jakarta Junior High School is due to the
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fact that in the process of procuring goods and services, sometimes the
specifications of goods do not match the existing contract.

Keywords: Crime, Corruption, Procurement of Goods and Services

PENDAHULUAN

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas
perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta
membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam
segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri
sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat
terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan
hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan
diancam dengan pidana yang cukup berat.

Salah satu sektor yang rawan korupsi adalah sektor pengadaan barang dan
jasa di sebuah instansi atau departemen. Pengadaan barang dan jasa merupakan
upaya pemerintah yang diwakili oleh PPK untuk mendapatkan barang dan jasa
yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar
dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Esensi
pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka kedua
belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa haruslah berpedoman kepada
aturan hukum pengadaan barang dan jasa.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat
terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang
dan jasa berdasarkan UU 31/1999 jo UU 10/2001 setidak-tidaknya dapat
diidentifikasikan ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya: 1.
Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan
wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3); 2. Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, ¢, d dan
Pasal 13); 3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10); 4. Pemerasan
(Pasal 12 huruf e, f, g); 5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h); 6.
Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j; dan 7. Gratifikasi (Pasal
12 B dan Pasal 12 C).
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Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat
mendapat perhatian masyarakat dan wakil-wakil rakyat di DPR saat ini. Berbagai
upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi antar alain melalui
penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Korupsi merupakan
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dilihat dari kompleksitas serta efek
negatifnya yang menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan
bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan
hancurnya perekonomian nasional. Korupsi sudah terjadi secara sistematis,
terstruktur, dan masif.

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi
bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu,
baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.
Korupsi di sektor publik yang marak terjadi adalah penyuapan dan
penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan
tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Proses pembangunan dewasa ini tidak hanya berdampak pada pesatnya
kemajuan kehidupan masyarakat, tapi juga berdampak pada pesatnya
perkembangan tindak pidana yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu
tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat
adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun
juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan
nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya
digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan
banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi
biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Untuk dapat
mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi
dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan berbagai lembaga
pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM
seperti ICW.

METODE PENELITIAN

Jurnal llmiah METADATA Volume 4 Nomor 1 Januari 2022 Page 433



Jurnal lImiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.1 Edisi Januari 2022
Published : 2-01-2022, Page 395-414

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara
atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian
secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada
fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu
kebenaran.

Penelitian ini  bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian
deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan,
gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran
suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain
dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah
mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam
aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya
dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian
yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara
meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku
serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,
asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan
perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan
dengan perumusan penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif
adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat
pada peraturan perundang-undangan. Meniliti bahan kepustakaan atau data
sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi
vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian

menggunakan pendekatan perundang-undangan  (statute aproach) dalam
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dengan menganalisis  pertanggungjawaban pidana korupsi dana siap pakai
penanggulangan bencana alam.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur
mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur
“menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang
korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur
“memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan
bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat
ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana
denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan
untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas
unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal
seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda
maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan
penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah
semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pada
prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang
lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami
kesulitan.

Mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau
unsur “menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur
secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak
multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim

pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara
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jelas, khususnya mengenai pembedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau
unsur “menguntungkan” .

Memperhatikan sejarah undang-undang korupsi yang pernah ada, hampir
dapat dipastikan kesemuanya tidak pernah memuat / menguraikan secara tegas
tentang kriteria/pengertian unsur memperkaya, selain hanya dalam penjelasan
Pasal (1) undang-undang nomor 3 tahun 1971 dikatakan bahwa perkataan
“memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18 undang undang nomor 3
tahun 1971, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan
keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga penambahan
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dapat digunakan untuk
memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Walaupun pada praktiknya, Pengadilan Negeri tidak berkewajiban pula untuk
senantiasa menghubungkannya dengan Pasal 18 tersebut apabila terdakwa telah
mengakui sendiri telah mendapat uang negara tersebut.

Memori penjelasan tersebut, bermaksud hendak menghubungkan larangan
untuk "memperkaya diri" sehubungan pada undang-undang tindak pidana korupsi
dengan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber
kekayaan atas permintaan Hakim. Kewajiban tersebut tidak ada, apabila Hakim
tidak memintakannya, sehingga penambahan kekayaannya yang tidak wajar dapat
diredusir dari keterangannya dan dipandang sebagai petunjuk dari adanya
perbuatan “memperkaya diri” yang harus diperkuat dengan alat bukti lain, seperti
alat bukti kesaksian.

Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa, yang didakwa "memperkaya diri"
sendiri  (dengan melawan hukum) umumnya tidak menyebut dalam
pertimbangannya apakah atas permintaan Hakim itu ia dapat memberikan
keterangan sumber kekayaannya. Oleh karenanya dalam mengadili perkara-
perkara tindak pidana korupsi tersebut, Hakim mengadakan penafsiran tersendiri
tentang perbuatan untuk "memperkaya diri" sendiri, sehingga, ketidakberhasilan
untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim tidaklah dengan

sendirinya, atau tidak secara otomatis telah membuktikan bahwa terdakwa telah
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"memperkaya diri" dalam perkara korupsi, melainkan harus ada keterangan saksi
yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa tersebut telah "memperkaya diri*.

Memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa
Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang
yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah
kaya. Secara harfiah "memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata
“kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya
menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah
”"memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau
pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana
dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali,
namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur
“memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” harus mendapat pengertian yang
sah.

Andi Hamzah, mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan
sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu
badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak
perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam
perumusan yang sangat luas itu.

Hal ini dapat dilihat dalam perkara korupsi Endang Wijaya, bahwa ia
dikeluarkan dari Pasal 1 huruf a undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang
Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar tuduhan, sedangkan dalam perkara pajak
terhadap seorang Presiden Direktur berwarganegara Jepang ia pula dilepaskan dari
segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging). Tidak diketahui, sebab
apakah pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut, apakah ia tidak memenuhi
unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya”, ataukah unsur lain "melawan
hukum" ataukah ia dipandang tidak dapat bertanggungjawab pidana secara strict,

secara pribadi.
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Pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya diri sendiri” dalam Pasal
1 ayat (a) tersebut oleh pihak Kejaksaan (26 orang asisten operasi Kejaksaan
Tinggi seluruh Indonesia dan 14 senior Jaksa, yang menghadiri pendidikan bidang
operasi di Jakarta), yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya diri" harus
diartikan: “Adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara
hidup seseorang seperti orang kaya .

Perluasan pengertian istilah "memperkaya diri” dari rumus semula dalam
penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, masih merupakan suatu
persoalan yuridis apakah dapat dibenarkan, terlepas dari tambahan ketentuan
tentang "perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" yang tampaknya
tidak normatif sifatnya dan dari pertanyaan, apakah cara hidup dapat dimasukkan
dalam penambahan kekayaan yang tidak wajar dan tidak seimbang itu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dikatakan bahwa
perbuatan korupsi mengandung lima unsur yaitu:

1. Melawan hukum atau pertentangan dengan hukum,
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan

ook W

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan.

Pasal 2 ayat 1 menyatakan : Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Andi Hamzah menguraikan ketika telah nyata terdakwa terbukti telah
mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga

merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTPK
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1971 vyaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau
pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk
membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam
unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu
berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang
banyak.

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan mengenai
relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : “Menimbang, bahwa
oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu
perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan
materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif
walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum
kaya/tidak kaya ”’

Andi Hamzah yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan
Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata “memperkaya”
adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah
kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena
menambah kekayaannya”.

Perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi adalah :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum
itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya
sendiri.

2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari
pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau
bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku
langsung.

3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu
korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi

baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Jurnal llmiah METADATA Volume 4 Nomor 1 Januari 2022 Page 439



Jurnal lImiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.1 Edisi Januari 2022
Published : 2-01-2022, Page 395-414

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat
undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi hal ini
dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/tersangka berkewajiban
memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang
digunakan sebagai alat bukti.

Berbeda dengan pendapat Andi Hamzah mengenai unsur “ Memperkaya
diri “ tersebut di atas, Oemar Seno Adji telah menulis penafsiran sendiri mengenai
pengertian tentang perbuatan “memperkaya diri“, yang sering terlihat dalam
beberapa perkara dengan melepaskan hubungannya dengan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada hakikatnya adalah diluar konteks perundang-
undangan dan penjelasan resminya. Dari pendapat Oemar Seno Adji tersebut
nampak bahwa beliau tidak mempermasalahkan kemungkinan timbulnya kasus
Korupsi yang pada saat disidik harta kekayaan yang ratusan juta rupiah telah habis
dipakai berjudi atau berfoya-foya oleh tersangka, kalau terjadi hal seperti itu
dengan berpegang pada pendapat Oemar Seno Adji, apakah unsur “memperkaya
diri. “ masih dapat dibuktikan.

Kaitan antara unsur “memperkaya ”, diri sendiri atau orang lain atau suatu
badan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, penjelasan dan
undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata “dapat dihubungkan* berarti tidak
mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa
tersangka/terdakwa atau orang lain atau suatu badan “telah memperoleh” harta
(uang/ barang) dan hasil perbuatan tersangka/terdakwa yang melawan hukum,
maka pembuktian unsur ini sudah cukup.

Kata-kata “telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi
tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil “mengambil atau
menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain misalnya “menerima hasil dari suatu
pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan
tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap

dapat dibuktikan adanya.
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Ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula
tentang pengertian "memperkaya diri" baik dalam pengaturan undang-undang
maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai
tertentu, atau Kkriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai
suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi
pelaku/orang lain/suatu korporasi.

Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah
bertambahnya harta sipelaku/orang lain/suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk
lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas penjatuhan
hukuman/pemidanaan bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan/ mencermati
besaran harta yang bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi yang telah
menimbulkan kerugian negara ada yang mencapai ratusan juta rupiah, milyaran
rupiah, bahkan triliunan rupiah.

Unsur "memperkaya‘ diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit
membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan
pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara
teoritis, unsur "memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat
dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam
kehidupan sehari-harinya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, telah
memberi kesempatan bagi Hakim untuk merumuskan hukum baru dalam
penanganan kasus yang dihadapinya, dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan
hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari
maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya rasa keadilan dan
kebenaran masyarakat. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin menemukan
dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani Yurisprudensi yang ada
untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam
undang-undang yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam
kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, akan tetapi nyatanya Hakim maupun

penegak hukum lainnya yang oleh Negara diberi kepercayaan sebagai yang
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diharapkan dalam hal penanganan tindak pidana Korupsi masih belum terlihat
adanya upaya yang maksimal.

Pendapat hukum yang telah dijadikan tolok ukur atas unsur "memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam suatu tindak pidana korupsi
adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh
perbuatan terdakwa tersebut”, terlepas daripada penggunaan keuangan negara
tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun
untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga
tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan tetapi
dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada
terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, dan oleh karena
itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai White
Collar Crime semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan
yang bersifat Extra Ordinary Crime.

KESIMPULAN.

Pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa dengan pemberantasan
tindak pidana korupsi diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
didalamnya diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah di Indonesia baik cara-cara dalam pengadaan barang/jasa, siapa saja
yang terlibat dan tugas-tugasnya dalam pengadaan barang/jasa, semua ketentuan
tersebut wajib ditaati setiap pihak yang yang terlibat dalam pengadaan
barang/jasa.

Bentuk praktek tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan
jasa pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan
disebabkan dalam proses pengadaan barang dan jasa terkadang spesifikasi barang
tidak sesuai dengan kontrak yang ada, terjadi mark-up atau penggelembungan

harga, anggaran untuk pengadaan barang atau jasa itu cair tetapi barang atau jasa
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tidak ada. Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan
jasa adalah pengusaha menggunakan pengaruh pejabat untuk membujuk pejabat
daerah mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka
memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha
tersebut memberikan uang kepada pejabat daerah tersebut, pengusaha
mempengaruhi pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan barang dan
jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan
harga barang dinaikkan (mark-up) kemudian selisihnya dibagi-bagikan.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
3676 K/Pid.Sus/2019 adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta
hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak
ada alasan pembenar dan pemaaf.
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